
BU:PATI TUBAN 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

:NOMOR 15 'fAHUN 3030 

TENTANG 

PE-NGGUNAAN ANGGARA-N B-ELANJA TIDAK 'fERDUGA UN'fUK 

KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM KEBAKARAN SARANA DAN 

PRASARANA PUBLIK PASAR BARU TUBAN TAHUN 2020 

Menimbang 

Mengingat 

DENG-AN RAHMA'f 'f-UHAN ¥ANG MAHA ESA 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat 

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

-ten-tang Perrgerolaan Ketmngan ·:Dae.rah, 'Serta d-a1mn 
rangka penanganan kebakaran sarana dan prasarana 

publik Pasar Baru Toban serta penanganan sementara 

sarana dan prasarana publik agar tidak menimbulkan 

kerngian yang 'lebih ·besar--bagi Pemerintah Daerah dan 

masyarakat, perlu didukung anggaran belanja tidak 

terduga untuk keadaan darurat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak 

Terduga untuk Keadaan Darurat Bencana Non Alam 

Kebakaran Sarana dan Prasarana Publik Pasar Baru 

Tuban Tahun 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia 'fahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penangguiangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Nomor 5234), sebagaimana teiah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penangguiangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyeienggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322}; 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan fLembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam 

Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 34); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tanun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 

ten tang Pengadaan Barang/ Jasa Dalam Penanganan 

Keadaan Darurat. 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 06 Tahun 

2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 

2007 Seri E Nomor 21); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 

2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 6); 

15. Peraturan Bupati Tuban Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja 

Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat (Berita Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 01); 
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Menetapkan 
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16. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2019 Seri A Nomor 12), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Tuban Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Tu ban Nomor 46 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2020. 

MEMUTUSKAN: 

TENTANG PENGGUNAAN PERATURAN BUPATI 

ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK 

KEADAAN DARURAT BENCANA NON ALAM KEBAKARAN 

SARANA DAN PRASARANA PUBLIK PASAR BARU TUBAN 

TAHUN 2020. 

Pasal 1 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan 

Anggaran Belanja tidak terduga untuk keadaan darurat 

bencana non alam kebakaran sarana dan prasarana 

publik Pasar Bani Tuban, sebesar Rp. 3.006.179.000,00 

(tiga miliar enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu 

rupiah) dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Perangkat Daerah. 

Pasal 2 

Penggunaan Anggaran Belanja tidak terduga untuk 

keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dialokasikan untuk kegiatan Penataan dan Pengembangan 

Sarana dan Prasarana Pasar Daerah kode rekening 

kegiatan 3.06.2.11.01.27.29 sebesar Rp. 3.006.179.000,00 

(tiga miliar enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu 
rupiah) 
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Pasal 3 

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 

sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi 

sebelumnya; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; dan 

c. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh 

keadaan darurat. 

Pasal 4 

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Tu.ban Tahun Anggaran 

2020. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tu.ban. 

Diundangkan di Tu.ban 

pada tanggal 15 April. 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

Ditetapkan di Tu.ban 

pada tanggal '15 April. 2020 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI .A NOMOR .. 4• 


